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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan rumah sakit perlu ditetapkan standar baku 
mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan;

b. bahwa untuk mencapai pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan 
kesehatan serta melindungi petugas kesehatan, pasien, pengunjung termasuk masyarakat di sekitar 
rumah sakit dari berbagai macam penyakit dan/atau gangguan kesehatan yang timbul akibat faktor 
resiko lingkungan perlu diselenggarakan kesehatan lingkungan rumah sakit;

c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan 
Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan industri, serta kebutuhan hukum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5570);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5617);

6. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945).
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KESEHATAN LINGKUNGAN RUMAH SAKIT

Pasal 1

Pengaturan kesehatan lingkungan rumah sakit bertujuan untuk:

a. mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat bagi rumah sakit baik dari aspek fisik, kimia, biologi, 
radioaktivitas maupun sosial;

b. melindungi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pengunjung dan masyarakat di sekitar rumah 
sakit dari faktor risiko lingkungan; dan

c. mewujudkan rumah sakit ramah lingkungan.

Pasal 2

(1) Kualitas lingkungan yang sehat bagi rumah sakit ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan 
standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.

(2) Standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan rumah sakit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:

a. air;

b. udara;

c. tanah;

d. pangan;

e. sarana dan bangunan; dan

f. vektor dan binatang pembawa penyakit.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan
rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Dalam rangka pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan 
rumah sakit dilakukan penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit.

(2) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan melalui upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian.

(3) Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah, pangan serta sarana dan 
bangunan.

(4) Pengamanan dilakukan terhadap limbah dan radiasi.

(5) Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

(6) Selain upaya penyehatan, pengamanan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
sampai dengan ayat (5), dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit dilakukan upaya 
pengawasan.

(7) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan terhadap:
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a. linen (laundry);

b. proses dekontaminasi; dan

c. kegiatan konstruksi atau renovasi bangunan rumah sakit.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit tercantum 
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak tepisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
juga dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan rumah sakit ramah lingkungan.

(2) Penyelenggaraan rumah sakit ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. menyusun kebijakan tentang rumah sakit ramah lingkungan;

b. pembentukan tim rumah sakit ramah lingkungan;

c. pengembangan tapak/lahan rumah sakit;

d. penghematan energi listrik;

e. penghematan dan konservasi air;

f. penyehatan kualitas udara dalam ruang;

g. manajemen lingkungan gedung;

h. pengurangan limbah;

i. pendidikan ramah lingkungan;

j. penyelenggaraan kebersihan ramah lingkungan; dan

k. pengadaan material ramah lingkungan.

Pasal 5

Untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit diperlukan:

a. kebijakan tertulis dan komitmen pimpinan rumah sakit;

b. perencanaan dan organisasi;

c. sumber daya;

d. pelatihan kesehatan lingkungan;

e. pencatatan dan pelaporan; dan

f. penilaian kesehatan lingkungan rumah sakit.

Pasal 6

Kebijakan tertulis dan komitmen pimpinan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
dimaksudkan sebagai bentuk dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan lingkungan rumah 
sakit, penyediaan sumber daya yang diperlukan serta kesediaan menaati ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 7

Perencanaan dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi 
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persyaratan, dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit.

Pasal 8

(1) Sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

a. tenaga kesehatan lingkungan; dan

b. peralatan kesehatan lingkungan;

(2) Tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi 
kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peralatan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:

a. alat ukur suhu ruangan;

b. alat ukur suhu air;

c. alat ukur kelembaban ruangan;

d. alat ukur kebisingan;

e. alat ukur pencahayaan ruangan;

f. alat ukur swapantau kualitas air bersih;

g. alat ukur swapantau kualitas air limbah; dan

h. alat ukur kepadatan vektor pembawa penyakit.

Pasal 9

(1) Pelatihan kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d harus sesuai dengan 
standar kurikulum di bidang kesehatan lingkungan yang diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan.

(2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah, dan/atau lembaga pelatihan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan terhadap 
penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit termasuk hasil inspeksi kesehatan lingkungan.

(2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang 
bertanggung jawab dibidang kesehatan lingkungan rumah sakit.

(3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formulir 
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.

(4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktur atau 
kepala rumah sakit dan ditindaklanjuti dengan mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Penilaian kesehatan lingkungan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f dilakukan 
secara internal dan eksternal.

(2) Penilaian kesehatan lingkungan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan 
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formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penilaian kesehatan lingkungan rumah sakit secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terintegrasi dengan akreditasi rumah sakit dan penilaian pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit dilakukan oleh 
Menteri, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota,
serta institusi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
melibatkan organisasi atau asosiasi terkait.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. advokasi dan sosialisasi;

b. bimbingan teknis; dan

c. monitoring dan evaluasi.

(4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan rumah sakit sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Menteri, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, kepala dinas kesehatan 
daerah kabupaten/kota sesuai kewenangan masing-masing dapat memberikan sanksi administratif 
berupa teguran lisan atau teguran tertulis kepada rumah sakit yang tidak menyelenggarakan 
kesehatan lingkungan rumah sakit.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh rumah sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan 
dalam Peraturan Menteri ini paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini 
diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Februari 2019

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.
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NILA FARID MOELOEK

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 18 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 296
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